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ABSTRAK 

 

Lidya De Vega, (2020): Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru   

Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran 

Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah 

 
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur 

dengan undang-undang yang merupakan dasar hukum setiap pungutan pajak di Indonesia. 

Pajak harus berdasarkan undang-undang karena pajak akan menyentuh hak rakyat atau 

keadilan rakyat dan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan negara serta 

kesejahteraan negara sendiri. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan 

yaitu bagaimana pelaksanaan peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pajak restoran 

di Kecamatan Tampan. Permasalahan tentang pajak Restoran di Kecamatan Tampan 

masih cukup banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan ini, padahal 

peraturan tentang pajak restoran ini cukup penting untuk diterapkan. Penulisan ini juga 

memandang dari bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang pajak restoran di Kecamatan 

Tampan. karena fiqh siyasah juga membahas tentang peraturan pemerintah terhadap 

rakyatnya. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai data primer dan juga penelitian 

ini didukung oleh data sekunder yang mana data tersebut mengutip dari buku-buku, 

peraturan, pendapat para tokoh dan kaidah-kaidah fiqh siyasah. Lokasi penelitian ini 

adalah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan di Kecamatan Tampan. Adapun 

alasan pengangkatan masalah pajak restoran di Kecamatan Tampan ini antaranya karena 

restoran-restoran di kecamatan tampan masih banyak yang belum mengetahui tentang 

info pajak, tentang mekanisme pembayaran pajak restoran dan pemanfaatan pajak 

restoran. Oleh karena itu peneliti mengangkat masalah ini di Kecamatan tampan 

terkhususnya dirumah makan-rumah makan yang belum mengetahui tentang peraturan 

pajak restoran. 

Hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan terkhususnya pada rumah 

makan-rumah makan di Kecamatan Tampan yang belum mengetahui tentang pajak 

restoran, menunjukkan bahwa adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab hambatan 

dalam  dalam menjalankan peraturan tentang pajak restoran adalah kurangnya kesadaran 

wajib pajak,  kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi. Dari pembahasan 

fiqh siyasah tetang permasalahan ini juga berkaitan dengan  kaidah fiqh siyasah maliyah 

karena fiqh siyasah maliyah mencakup tentang masalah keuangan negara dan pendapatan 

daerah, dalam kaidah ini pun ditemui hambatan yang menyatakan bahwa penerapan 

peraturan pajak restoran belum seoprtimal dan semaksimal dilakukan oleh pemerintah 

daerah padahal hal ini sangat berkaitan dengan permasalahan umat.  Hal ini membuat 

pelaksanaan peraturan pajak restoran tidak berjalan dengan apa yang diharapkan, 

sehingga jika tidak ada perubahan dari kedua belah pihak tentu saja akan menyebabkan 

permasalahan baru kedepannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang, terdiri 

dari ribuan pulau dan beraneka ragam budaya, lautan, dan sumber daya alam yang 

melimpah. Berdasarkan perkembangan yang terjadi mendorong pemerintah untuk 

melakukan perubahan di segala sektor demi meningkat pendapatan negara untuk 

membiayai pembangunan.
1
 

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang 

adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan 

seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, 

maka pelaksanaan pembangunan harus merata di seluruh tanah air. Pembangunan 

nasional memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga penerimaan negara perlu 

ditingkatkan. Penerimaan dari dalam negeri yang harus terus digali dan 

ditingkatkan adalah sektor perpajakan karena pajak merupakan sumber pendanaan 

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dan juga 

mengatasi masalah sosial , melihat hal tersebut dibutuhkan penerimaan pajak yang 

cukup besar untuk pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara. 

                                                             
1
Putu Aditya Pranata,” Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban 

Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 10 No. 2. 

2015,  hal 456 
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Semakin besar penerimaan pajak maka semakin besar pendapatan yang diperoleh 

oleh suatu negara.
2
 

Pembangunan nasional tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah. 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kepala daerah  diberi kebebasan 

untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam bentuk pelimpahan wewenang 

dari  pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk otonomi daerah. 

Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, 

bertujuan untuk meningkatkan perkembangan pembangunan dan kemajuan 

daerah. Salah satunya adalah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan 

menggali potensi pendanaan melalui sektor pajak dan retribusi sebagai dana 

pembangunan yang dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah.  

Pendapatan Asli Daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam 

perekonomian daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan Pendapatan 

Asli Daerah yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki pendapatan 

per kapita yang lebih baik. Apabila suatu daerah Pendapatan Asli Daerahnya 

meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah akan meningkat pula. 

Peningkatan ini akan menguntungkan pemerintah, karena dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan daerahnya, namun apabila masih belum tergalinya potensi 

Pendapatan Asli Daerah pada umumnya disebabkan oleh banyak faktor, antara 

lain masih tingginya ketergantungan dana dari pemerintah pusat menjadikan 

                                                             
2
 Rusydi, Khoiru, “Dampak Persepsi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap 

Manajemen Perpajakan”.  Jurnal  Akuntansi dan Bisnis, Vol 9 No.1. 2009, hal 61 
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pemerintah daerah kurang optimal dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah, 

kepatuhan wajib pajak yang relatif rendah, lemahnya administrasi pendapatan 

daerah,  kelemahan aparatur dan lain-lain.
3
 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang 

Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sumber asli daerah berupa: 

1. Hasil pajak daerah 

2. Hasil retribusi daerah 

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan 

4. Lain-lain PAD yang sah.
4
 

Dan selanjutya Pajak daerah dan retribusi daerah pelaksanaanya akan 

diatur oleh Peraturan Daerah. 

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa pajak daerah yang 

kemudian disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang 

dengan tidak mendapatkan  imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi 

daerah  pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 

tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah sebagai 

                                                             
3
Khoirul Abidin,”Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajan Hotel dan Pajak Restoran 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru”, JOM Fekon, Vol.4 No 1, 2017, hal  548 
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang  Pemerintahan  Daerah  
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pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5
 

Dalam Islam sistem perpajakan sudah dikenal sejak zaman Rasulullah 

SAW. Saat Rasulullah SAW menjalankan roda pemerintahan, pendapatan negara 

diperoleh dari lima sumber, yaitu harta rampasan perang (Ghanimah), harta 

kekayaan yang diambil dari musuh tanpa melakukan peperangan (Fa’i), zakat, 

pajak tanah (Al-Kharaj), dan pajak kepala.
6
 

Istilah Kharaj dipopulerkan oleh Umar bin Khattab RA, dikarenakan pasa 

saat itu sudah diatur secara sistematis san teratur. Khalifah Umar bin Khattab RA 

mengatur administrasi kharaj dnegan mendirikan diwan Al-Kharaj. Hal ini 

dikarenakan banyaknya wilayah yang ditaklukan. Umar memperlakukan tanah 

tersebut sebagai fa’i kharaj. Pada masa Umar pungutan pajak kharaj pada setiap 

lahan pertanian tidaklah sama, karena jumlah pajak pertanian ditentukan oleh 

kualitas tanah dan kemampuan membayar pajak. Tapi Umar memungut pajak 

kharaj tersebut berdasarkan pada tingkat kesuburan tanah, lokasi, lingkungan, 

tempat, dan posisi tanah.
7
  Dalam Al-Qur’an Q.S Al-Baqarah ayat 195 disebutkan 

sebagai berikut: 

َ يحُِبُّ ٱلۡمُ   إنِه ٱللَّه
ِ وَلََ جلُۡقىُاْ بِأيَۡذِيكُمۡ إلِىَ ٱلحههۡلكَُةِ وَأحَۡسِىىُٓاْْۚ   ٥٩١حۡسِىِيهَ وَأوَفِقىُاْ فيِ سَبِيلِ ٱللَّه

                                                             
5
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  Tentang  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah 

 
6
 Syahruddin el-Fikri/ Red: Agung Sasongko, Sistem Perpajakan di Masa Rasulullah, 

https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/03/16/omwyss313-sistem-

perpajakan-di-masa-rasulullah, Kamis 16 Mar 2017 22:45 WIB 

 
7
Muhammad Riza, Maqashid Syariah Dalam Penerapan Pjak Kharaj Pada Masa Umar 

Bin Khattab RA, J-Ebis. Vol 2. No.2. hal  3 

https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/03/16/omwyss313-sistem-perpajakan-di-masa-rasulullah
https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/03/16/omwyss313-sistem-perpajakan-di-masa-rasulullah
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“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 

menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”
8
 

Kajian siyasah dalam hal ini termasuk kepada kajian siyasah maliyah 

karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan belanja negara. 

Sebagai Kota Metropolitan dan sekaligus Ibukota dari Provinsi Riau maka 

Pekanbaru mengalami pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. Semakin 

bertambahnya jumlah penduduk maka juga akan meningkatkan jumlah 

pembangunan salah satunya pembangunan restoran dan rumah makan. 

Meningkatnya jumlah restoran dan rumah makan maka akan mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah dengan menggali dan mengelolah 

sumbe-sumber keuangan daerah. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan 

dalam hal ini, maka pemerintah daerah kota Pekanbaru dapat memenuhi 

kebutuhan daerahnya dengan cara meningkatkan pajak daerah. 

Oleh karena itu maka Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan 

Derah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Restoran 

adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, 

yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, bar, dan sejenisnya termasuk juga 

jasa boga dan catering.
9
 

                                                             
8
Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: PT Reelas Grafika) 

 
9
Pasal 1 ayat (10) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru  Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak 

Restoran 
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Dalam Undang-Undang ini telah diatur dasar pengenaan dan tarif pajak 

yang tertuang dalam pasal 3.  Bunyi dari pasal tersebut ialah: 

1. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima 

atau yang seharusnya diterima Restoran. 

2. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. 

3. Tarif Pajak kantin dan warung ditetapkan 5 % dari dasara pengenaan 

pajak.
10

 

Dalam hal ini  pemilik restoran wajib menghitung pajaknya dan kemudian 

membayarkannya melalui tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Dinas 

Pendapatan Daerah. Untuk melaporkan perhitungan pajak tersebut wajib pajak 

harus menggunakan yang namanya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 

menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Namun apabila Wajib 

Pajak tidak mengisi SPTPD dengan baik maka akan mendapatkan sanksi yang 

dituangkan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang berbunyi: 

1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat 

Permberitahuan Pajak Derah atau mengisi dengn tidak benar atau tidak 

lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga 

merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan 

paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali 

jumlah pajak yang terutang yang tidak atau yang kurang dibayar. 

                                                             
10

Ibid, Pasal 3 
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2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat 

Permberitahuan Pajak Derah atau mengisi dengn tidak benar atau tidak 

lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga 

merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan 

paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali 

jumlah pajak yang terutang yang tidak atau yang kurang dibayar.
11

 

Berdasarkan pasal diatas, sanksi bagi yang tidak membayar pajak ialah 

kurungan penjara. Namun pada kenyataanya masih  banyak Wajib Pajak yang 

menunggak ataupun yang tidak membayar membayar pajak. Contohnya saja 

beberapa cafe di Jalan Arifin Achmad, Kota Pekanbaru, disegel Badan 

Pendapatan Daerah karena tidak bayar pajak. Pengelola belum membayarkan 

pajak restoran yang dipungut setiap transaksi.
12

 

Dengan penjelasan diatas yang menjadi permasalahan adalah banyaknya 

restoran yang tidak membayar pajak dan adapula yang menunggak pajak. Dalam 

hal ini berarti masih kurangnya kesadaran pemilik restoran untuk membayar 

pajak. Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang dituangkan dalam bentuk katya tulis ilmiah berupa skripsi dengan 

judul “PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU 

NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN DITINJAU 

DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH” . 

  

                                                             
11

Ibid, Pasal 30 
12

CK3, Bapenda Pekanbaru Segel Café Yang Nunggak 

Pajak,https://www.cakaplah.com/berita/baca/2019/10/23/bapenda-pekanbaru-segel-cafe-yang-

nunggak-pajak#sthash.tWYu7A9W.dpbs, Rabu, 23 Oktober 2019 

https://www.cakaplah.com/berita/baca/2019/10/23/bapenda-pekanbaru-segel-cafe-yang-nunggak-pajak#sthash.tWYu7A9W.dpbs
https://www.cakaplah.com/berita/baca/2019/10/23/bapenda-pekanbaru-segel-cafe-yang-nunggak-pajak#sthash.tWYu7A9W.dpbs
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dibahas maka penulis membatasi permasalahan  mengenai Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru menurut Fiqh Siyasah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 

penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam membatasi 

masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan hasil dari penelitian dapat sesuai 

dengan yang diharapkan. Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka 

penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 

Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru? 

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran di 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan agar: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran di Kecamatan Tampan 

Kota Pekanbaru. 

b. Agar mengetahui Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak 

Restoran di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai bahan penyusunan skripsi bagi penulis yang merupakan 

salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) pada 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

b. Sebagai bahan kajian untuk menambah ilmu pengetahuan penulis 

dalam bidang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Pajak Restoran Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah. 

c. Supaya berguna dan bermanfaat buat orang-orang yang ingin 

membacanya. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

yaitu data diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. 

Penelitian ini berdasarkan pada objek penelitian melalui observasi dan 

wawancara. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini bersifat lapangan yang dilakukan di Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Adapun alasan dipilihnya lokasi ini 

karena masih banyaknya jumlah restoran dan rumah makan di daerah 

tersebut yang menunggak pajak ataupun yang tidak membayar pajak 

restorannya. 

3. Subjek dan Objek 

Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek dari 

penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru  

nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Restoran di Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah. 
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4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, berupa manusia, 

gejala, benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi 

obek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Bapenda 

dan pemilik rumah makan yang terdiri dari 100 rumah makan di 

Kecamatan Tampan. 

b. Sampel  

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili 

keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian.
13

 Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling . Adapun 

sampel yang digunakan terdiri dari Pegawai Bapenda Kota Pekanbaru 

sebanyak 5 orang dan pemilik rumah makan sebanyak 20 orang. 

5. Sumber Data 

Untuk lebih mempermudah penelitian ini, penulis berupaya 

menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pajak 

restoran, diantaranya: 

a. Data Primer 

Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang 

diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini maka proses 

pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa 

                                                             
13

Bambang Wuloyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 

Hal 43 
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sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.
14

 Dalam hal ini 

pemilik restoran menjadi sumber data primer. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan untuk 

mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup buku-buku, 

sumber informasi, dan peraturan perundang-undangan yang erat 

kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini, Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru akan dijadikan sumber data 

sekunder. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Observasi (pengamatan) dapat diuraikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diteliti.
15

 

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung kepada 

pegawai Bapenda dan kepada pemilik rumah makan yang ada di 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru untuk mendapatkan gambaran 

secara nyata tentang permasalahan yang diteliti. 

b. Interview (wawancara), suatu percakapan yang diarahkan pada 

suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, 

dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Dalam 

hal ini peneliti akan mewawancarai masyarakat, serta pegawai 

Badan Pendaaoatan Daerah Kota Pekanbaru. 

                                                             
14

Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif,( Jakarta: 

Rajawali Pres, 2008), hal.103 
15

Sutrisno Hadi, Metedologi Research, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), hal 151 
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c. Dokumentasi, adalah salah satu metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam metodologi penelitian sosial.
16

 

d. Pustaka, yaitu sumber data yang diperoleh dari penelitian terdahulu 

dan buku-buku yang terkait dengan Pajak Restoran akan menjadi 

sumber data peneliti. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Agar memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini, maka 

penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

 Pada bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Batasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat 

Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 Pada bab ini berisikan gambaran umum Kota Pekanbaru selain 

itu juga berisikan gambaran umum BAPENDA dan Kondisi 

Umum Kecamatan Tampan. 

BAB III :  TEORI FIQH SIYASAH 

 Pada bab ini menguraikan prinsip-prinsip pemerintahan dalam 

Islam yaitu: prinsip persamaan, prinsip keadilan, prinsip 

musyawarah, prinsip kebebasan, dan prinsip kemaslahatan. 

                                                             
16

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial 

lainnya, (Jakarta: Putra Grafika, 2004), hal 121 
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Selain itu prinsip amar ma’ruf nahi munkar juga dimuat dalam 

bab ini. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini  menguraikan tentang analisis. Bab ini terdiri dari 

dua bahasan, pertama Bagaimana Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak 

Restoran. Kedua Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 

Tentang Pajak Restoran. 

BAB V :  PENUTUP 

 Pada bab ini menguraikan kesimpulan dan saran terhadap 

penelitian tentang pelaksanaan pajak restoran yang 

dilaksanakan di Kota Pekanbaru. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

 

A. Sejarah Kecamatan Tampan 

1. Kondisi Geografis Kecamatan Tampan 

Kecamatan Tampan  meruapakan salah satu kecamatan di wilayah 

Kota Pekanbaru yang terbentuk berdasarkan  PP. NO. 19 Tahun 1987, 

tentang perubahan batas antar Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar  

pada tanggal  14 Mei 1988. Kecamatan Tampan terdiri atas 131 RW dan 

574 RT.  Luas wilayah Kecamatan Tampan adalah 59,81 km
2
 dengan 

jumlah kelurahan sebanyak 9 kelurahan yaitu: 

a. Kelurahan Simpang Baru  

b. Kelurahan Sidomulyo Barat  

c. Kelurahan Tuah Karya 

d. Kelurahan Delima 

e. Kelurahan Tuah Madani 

f. Kelurahan Sialang Munggu 

g. Kelurahan Tobek Gadang 

h. Kelurahan Bina Widya 

i. Kelurahan Air Putih.
17
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 Kecamatan Tampan Dalam Angka 2019 
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  Batas-batas wilayah Kecamatan Tampan adalah: 

a. Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai 

b. Sebelah barat  : berbatasan dengan Kabupaten Kampar  

c. Sebelah utara  : berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki 

d. Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kampar 

Wilayah Kecamatan Tampan ini keadaan tanahnya datar dan 

sebagian lagi rawa-rawa, adapun jenis tanahnya adalah Agromosol. Jenis 

tanah ini sangat cocok digunakan untuk pertanian.
18

 

Sejak  terbentuknya Kecamatan ini sudah ada beberapa camat yang 

menjabat,antaranya : 

a. Drs.R. Marjohan 

b. Drs. Sudaryanto 

c. Drs. Asmadi Usman 

d. Drs. H. Edi Satria 

e. H. Adi Suaska, S.Sos 

f. Huzaimi Ibrahim, S.Sos 

g. Wiraharyoko, AP, M.Si 

h. Baharuddin, S.Sos, M.Si 

i. Ramli, S.Sos 

j. Baharuddin, S.Sos, M.Si 

k. Hj. Irma Novrita, S.Sos, M.Si 

l. Chairani,SSTP, M.Si 
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 Sumber Data: Dokumen Badan Statiska Kota Pekanbaru (Kecamatan Tampan dalam 

Angka 2014) 
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m. Syamsuir, S.Sos 

n. Nurhasminsyah, SSTP, M.Si 

o. Dra. Hj. Liswarti 

p. Abdul Barri, S.Ip 

2. Landasan Terbentuknya Kecamatan Tampan 

Kecamatan Tampan terbentuk berdasarkan PP. NO. 19 Tahun 1987 

tentang perubahan batas Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada 

tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah ±199.792 KM
2
.
19

 

  PENJELASAN TEKNIS: 

1. Letak dan Luas 

Kecamatan Tampan merupakan daerah bertopografi datar dengan 

letak geografis antara 0º42` - 0º50` Lintang Utara dan antara 

101º35` - 101º43` Bujur Timur. 

2. Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu 

yang terbentuk berdasarkan PP.NO.19 Tahun 1987, tentang perubahan 

batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 

14 Mei 1988 dengan luas wilayah ±199.792 KM
2
. 

3. Kecamatan Tampan terbentuk dari beberapa Desa dan Kecamatan dari 

Kabupaten Kampar yaitu, Desa Simpang Baru dari Kecamatan 

Kampar, Desa Sidomulyo Barat, Desa Labuh Baru dan Desa Tampan 

dari Kecamatan Siak Hulu. 

                                                             
19

 http://repository.uin-suska.ac.id/7211/3/BAB%2011.pdf.  Diakses pada 3 Juni 2019 
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4. Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 

03 Tahun 2003, wilayah Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi 2 

Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah timur 

berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai, sebelah barat 

berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah utara berbatasan 

dengan Kecamatan Payung Sekaki dan sebelah selatan berbatasan 

dengan Kabupaten Kampar. Dengan meningkatnya kegiatan 

pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di 

segala bidang yang pada akhirnya meningkatnya pula tuntutan dan 

kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan mutulitas 

perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib 

pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka 

dibentuklah kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.4 Tahun 

2016 menjadi 9 kelurahan. 

5. Geologi 

Kecamatan Tampan keadaannya relatif daerah datar dengan: 

a. Struktur tanah pada umumya terdiri dari jenis tanah alluvial 

dengan pasir. 

b. Jenis tanah Organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa 

yang bersifat asam, sangat kerosif untuk besi.
20
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3. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk Kecamatan Tampan mencapai 307.947 jiwa 

pada tahun 2018. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 6,96 

persen dari tahun 2017. Kepadatan penduduknya mencapai 5.148 

jiwa/km
2
. 

Tabael II.1 

Jumlah Penduduk menurut Kelurahan dan Jenis  

Kelamin di Kecamatan Tampan 2018 

 

Kelurahan Laki-laki Perempuan Total 

Simpang Baru 17.336 6.298 33.634 

Sidomulyo 25.543 24.058 49.601 

Tuah Karya 24.543 23.347 47.601 

Delima 15.006 14.795 29.801 

Tuah Madani 10.781 9.243 20.024 

Sialang Munggu 24.188 24.523 48.711 

Tobek Gadang 16.831 16.031 32.862 

Bina Widya 11.092 9.785 20.877 

Air Putih 12.897 11.672 24.569 

Jumlah 158.195 149.752 307.947 

                   Sumber: BPS-Proyeksi Penduduk Indonesia 2019 

4. Kondisi Pendidikan 

Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan 

di Kecamatan Tampan dalam pubikasi ini disajikan mengenai data 

pendidikan meliputi data TK, SD, SMP, dan SLTA baik yang dikelola 

oleh pemerintah maupun yang dikelola  oleh swasta. 
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Tabel II.2 

Banyaknya Sekolah Umum menurut Kelurahan dan 

 Tingkat Pendidikan di Kecamatan Tampan 2018 

 

No 
Kelurahan TK SD  SMP  

  NEGEri Swasta Negeri Swasta 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 SimpangBaru   4 1 2 - 2 

2 SidomulyoBarat 10 4 5 - 4 

3 TuahKarya                12 2 6 - 5 

4 Delima                        12 1 5 - 1 

5 Tuah Madani             3 3 2 - 1 

6 Sialang Munggu        11 4 6 1 1 

7 Tobek Gadang           9 2 2 1 2 

8 Bina Widya                7 1 3 2 3 

9 Air Putih                    8 3 1 - - 

 Jumlah  75 21 32 4 19 

Sumber: BPS-Proyeksi Penduduk Indonesia 2019 

 

No 
Kelurahan TK SD  SMP  

  NEGEri Swasta Negeri Swasta 
(1) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 SimpangBaru   - 1 0 2 15 

2 SidomulyoBarat - 2 1 2 26 

3 TuahKarya                - 3 - - 30 

4 Delima                        - - - 1 20 

5 Tuah Madani             - - - 1 10 

6 Sialang Munggu        1 - 1 2 27 

7 Tobek Gadang           - 2 - 4 22 

8 Bina Widya                1 1 - 1 17 

9 Air Putih                    - - - - 12 

 Jumlah  2 9 2 16 179 

Sumber: BPS-Proyeksi Penduduk Indonesia 2019 

 

5. Jumlah Pegawai 

Jumlah seluruh  pegawai dari kecamatan Tampan sebanyak 97 

orang, laki-laki terdiri dari 44 orang dan perempuan sebanyak 53 

orang. Jumlah ini berdasarkan dari keseluruhan pegawai yang terdapat 

di Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan. 
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Tabel II.3 

Jumlah Pegawai Kecamatan Tampan Dirinci  

Menurut Kelompok Jenis Kelamin Tahun 2020 

 

Instansi Laki-laki Perempuan Jumlah 

Kantor Camat Tampan 13 14 27 

Kantor Lurah Delima 2 5 7 

Kantor Lurah Simpang Baru 2 6 8 

Kantor Lurah Tuah Karya 4 4 8 

Kantor Lurah Air Putih 6 1 7 

Kantor Lurah Sidomulyo  Barat 4 5 9 

Kantor Lurah Tuah Madani 4 4 8 

Kantor Lurah Sialang Munggu 3 4 7 

Kantor Lurah Bina Widya 4 4 8 

Kantor Lurah Tabek Gadang 2 6 8 

Jumlah 44 53 97 

Sumber: Ekspos Kecamatan Tampan Tahun 2020, Oleh Dra. Hj. Liswarti 

6. Kesehatan 

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan 

massyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, 

murah dan merata. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai 

derajat kesehatan masyarakat yang baik. 

Tabel II.4 

Banyaknya Fasilitas Kesehatan menurut  

Kelurahan di Kecamatan Tampan 2018 

 
 

Kelurahan 

Rumah 

Sakit 

Rumah 

Sakit 

Bersalin 

Puskesmas/ 

Pustu 

Poliklinik/ 

Balai 

Pengobatan 

Prakter 

Dokter 

 

Jumlah 

Simpang Baru 2 - 2 9 1 14 

Sidomulyo Barat - - - 9 3 12 

Tuah Karya 1 - - 6 4 11 

Delima 1 - 1 2 - 4 

Tuah Madani - - - 1 - 1 

Sialang Munggu 1 - - 6 2 9 

Tabek Gadang - - 2 4 2 8 

Bina Widya 1 - - 2 1 4 

Air Putih - - - 2 - 2 

Jumlah 6 - 5 41 13 65 

Sumber: Puskesmas Kecamatan Tampan 
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7. Kondisi Keagamaan 

Agama merupakan suatu hal yang harus diketahui makna yang 

terkandung di dalamnya, dan agama tersebut berpijak kepada suatu 

kodrat kejiwaan yang berupa keyakinan sehingga dengan demikian 

kuat dan rapuhnya agama bergantung kepada sejauh mana keyakinan 

itu tertanam dalam jiwa.
21

 Agama juga sesuatu yang mengharuskan 

hati membenarkannya, yang membuat jiwa tenang tentram kepadanya 

dan yang menjadi kepercayaan yang bersih dari kebimbangan atau 

keraguan.
22

 

Di kecamatan Tampan sendiri kehidupan beragama cukup 

beragam. Masyarakat tidak hanya menganut satu agama saja akan 

tetapi masyarakat menganut beberapa agama, namun masyarakat 

mayoritas menganut agama Islam. Data yang dikumpulkan dari 

Kementerian Agama menunjukan bahwa pada tahun 2018 di 

Kecamatan Tampan terdapat 326 tempat ibadah, baik itu mesjid, 

surau/mushallah, gereja, dan virhara/kelenteng.  

8. Perekonomian 

  Salah satu untuk peningkatan perekonomian suatu daerah adalah 

sarana perekonomian daerah tersebut, yang mana pada tahun 2016 

jumlah sarana perekonomian di Kecamatan Tampan mengalami 

penambahan dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat contohnya dari 

jumlah pasar rakyat, pada tahun 2015 terdapat 3 pasar rakyat di 
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 Joesep Sou’yb, Agama-agama Besar di Dunia, (Jakarta, Pustaka al-Husna, 1983), hal. 

16 
22

 Syekh Hasan Al-Banna, Aqidah Islam, (Yogyakarta: PT. Alma’arif 1992), hal. 9 
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Kecamatan Tampan, pada tahun 2016 jumlah meningkat cukup pesat 

menjadi 11 pasar. Begitu pula dengan sarana perekonomian jenis 

bank/ Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang pada tahun 2015 

berjumlah sebanyak 28 meningkat menjadi 29 bank di tahun 2019. 

9. Visi dan Misi Kecamatan Tampan 

a. Visi 

 Meningkatkan Tampan sebagai kecamatan kebanggaan Kota 

Pekanbaru. 

b. Misi 

1. Menjadikan kinerja pemerintah kecamatan yang baik dan 

bertanggungjawab serta profesional 

2. Meningkatkan pelayanan masyarakat  yang efektif, cepat, 

tepat dan mudah sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

3. Mewujudkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 

kecamatan. 

4. Mewujudkan masyarakat Tampan yang sejahtera 

berlandaskan iman dan taqwa. 

5. Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui 

usaha kecil dan menengah.
23

 

 

                                                             
23

 http://reposity.uin-suska.ac.id/6605/3/BAB%20II.pdf. Di akses pada tanggal 3 Juni 

2019 
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B. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Bapenda) 

merupakan Sub Direktoat pada Direktorat Keuangan Daerah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Luar 

Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang 

Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 

1976 dibentuk Dinas Penapatan dan Pajak Daerah kotamadya Daerah 

Tingat II Pekanbaru dengn Perda Nomor 5 Tahun 1976, Susunan 

Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas 

b. Seksi Tata Usaha 

c. Seksi Pajak dan Retribusi 

d. Seksi IPEDA 

e. Seksi Operasi/ Penghasilan 

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Usaha Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/ 

kotamadya Daerah Tngkat II, diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 

Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan 

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  Pekanbaru dengan susunan 

organisasi sebagai berikut: 

  



25 

 

 
 

a. Kepala Dinas 

b. Sub Bagian Tata Usaha 

c. Seksi Pajak 

d. Seksi Retribusi 

e. Seksi IPEDA 

f. Seksi Pendapatan Lain-lain 

g. Seksi Perencanaan, Pengawasan, dan Pengembangan 

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman dan Tata Kerja Dinas Pendapatan 

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari 

Kemendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 taanggal 6 Juni 1978. 

ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 

1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan 

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tipe B, dengan susunan 

organsasi sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas 

b. Sub Bagian Tata Usaha 

c. Seksi Pendaftaran dan Pendapatan 

d. Seksi Penepatan 

e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan 

f.      Seksi Penagihan 

g. Seksi Penyuluhan 
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Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 50 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, 

maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindaklanjuti dengan Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 

4 Tahun 2001 tentang Pembentukan  Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Dinas 

Pendapatan Daerah, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas 

b. Wakil Kepala Dinas 

c. Bagian Tata Usaha 

d. Sub Dinas Program 

e. Sub Dinas Pendapatan dan Penepatan 

f.      Sub Dinas Penagihan 

g. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain 

h. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan 

i.      Kelompok Fungsional 

2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

Adapun visi dan misi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

sebagai berikut: 
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a. Visi  

 Sebagai yang telah dirumuskan bersama bahwa visi dari Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya Peningkatan 

Pendapatan Daerah melalui tertib administrasi dan pelayanan yang lebih 

baik serta didukung oleh peran serta masyarakat”. 

b. Misi 

 Dari visi diatas, dapat dirumuskan misi dari Badan Pendapatan Daerah 

Kota Pekanbaru sebagai berikut: 

1) Mengamankan penerimaan PAD dan Bagi hasil Pajak/ Bukan Pajak 

yang diterapkan dalam APBD baik yang menjadi Tugas dan 

Tanggung Jawab Dinas/ Instan/ Pengelolah penerimaan lainnya. 

2) Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan 

pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi 

yang sedia. 

3) Melaksanakan penggali sumber-sumber pendapatan baru dalam 

usaha peningkatan pendapatan. 

4) Menerapkan sistem dan prosedur dalam rangka efektivitas pelayanan 

dibidang pendapatan. 

5) Melakukan pengawasan terhadap sistem dan prosedur sumber 

Penpadatan Daerah. 
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3. Tugas dan Fungsi 

a. Kepala Dinas 

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu 

Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang bidang pendapatan 

dan tugas pembantuan lainnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah 

dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pajak daerah, 

retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya. 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

dibidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undnagan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas. 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah. 

d. Pembinaan dan pengkoordinasian pendapatan retribusi daerah 

terhadap perangkat daerah teknis. 

e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya. 

f. Penyelenggaraan urusan penatausahaan badan sesuai dengan 

kewenangannya. 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pipinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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b. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyusun, 

merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1. Penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan program kerja 

kesekretariatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dalam 

petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

2. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Bapan Pendapatan 

Daerah. 

3. Pemantauan penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, 

keuangan dan program. 

4. Pengkoordinasian dan pelaksaan pelayanan dan pengaturan rapat 

badan, upacara, serta keprotokolan. 

5. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan 

evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan. 

6. Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban 

dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta 

perlengkapan gedung kantor. 

7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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Sektretariat membawahi antara lain adalah : 

a. Sub Bagian Umum 

 Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, 

merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian 

Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

2) Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional 

Sub Bagian Umum. 

3) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan 

petunjuk pemecahan masalah. 

4) Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam 

penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan 

hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya. 

5) Pelaksanaan pengelolahan tata usaha, umum, rumah tangga, 

perlengkapan dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang 

berlaku. 

6) Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan 

dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD). 
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7) Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan 

kebutuhan sarana dan prasarana badan. 

8) Pelaksanaan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta 

pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan 

umum. 

9) Pelaksanaan pengaturan personil untuk keperluan turun lapangan. 

10) Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi 

terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan 

masyarakat. 

11) Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, 

upacara-upacara, dan rapat-rapat badan. 

12) Pelaksanaan pengelolahan perjalanan dinas dan operasional rumah 

tangga badan. 

13) Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan 

dan halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan. 

14) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 

bidang kepegawaian, mutasi pegawai, ujian dinas, kenaikan 

pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, penyusunan 

DUK dan registrasi PNS di lingkungan badan. 

15) Pelaksanaan pengelolaan data pegawai serta pengarsipan Penilaian 

Prestasi Kerja PNS. 

16) Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, 

peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai. 
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17) Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk 

mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya 

penyempurnaannya. 

18) Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang 

diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut. 

19) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 

b) Sub Bagian Keuangan 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan 

melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Keuangan 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu: 

(1) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan petumjuk atasan 

sebagi pedoman dalam pelaksanaan tugas 

(2) Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub 

Bagian Keuangan 

(3) Pelaksanaan minventarisasi permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan 

bahan petunjuk pemecahan masalah 

(4) Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam 

penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil 

kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidnag tugasnya 
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(5) Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar 

(SPM) 

(6) Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah 

dan verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara 

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 

(7) Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi 

dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku 

(8) Pelaksanaan akuntansi badan 

(9) Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi 

penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan 

dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah 

(10) Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti 

kepemilikan barang milik daerah selaini tanah dan/ atau bangunan 

(11) Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan 

masyarakat temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya 

(12) Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agara tugas 

dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah diciptakan 

(13) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 
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c) Sub Bagian Program 

Sub Bagian Program mempunyai tugas merencakan dan 

melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas 

b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasioanal 

Sub Bagian Program serta menyiapkan bahn petunjuk pemecahan 

masalah 

c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan Su Bagian Program serta menyiapkan bahan 

petunjuk pemecahan masalah 

d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam 

penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil 

kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya 

e. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta 

perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, 

laporan evaluasi kerja, Renstra, Renja, RKA dan laporan realisasi 

fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi 

kinerja 
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a. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan 

b. Pelaksanaan  fasilitasi pengadaan barang dan jasa  

c. Pembagian tugas kepada bawahan dan cara disposisi atau secara 

lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab 

masing-masing 

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya 

2. Sub Bidang Pajak Restoran 

Sub Bidang Pajak Restoran membantu Kepala Bidang Pajak 

Daerah Lainnya dalam melaksanakan sub urusan pajak restoran, Sub 

Bidang Pajak Restoran, dalam melaksankan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pajak Restoran, berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas 

b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub 

Bidang Pajak Restoran 

c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan Sub Bidang Pajak Restoran serta menyiapkan 

bahan petunjuk pemecahan masalah 

d. Pelaksanaan penyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam 

penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil 

kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya 
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e. Pelaksanaan perhitungan potensi Pajak Restoran 

f. Pelaksanaan penghimpunan serta pencatatan data Objek Pajak 

Restoran 

g. Pelaksanaan proses pendaftaran wajib pajak daerah yang baru 

h. Pelaksanaan pembuatan laporan tentang formulir pendaftaran wajib 

pajak daerah yang belum dikembalikan oleh wajib pajak daerh, serta 

melaksanakan pencatatan nama dan alamat wajib pajak daerah dalam 

daftar wajib pajak daerah 

i. Pelaksanaan registrasi dan menetapkan SK Pengukuhan, Nomor 

Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan surat pernyataan 

j. Pelaksanaan pengelolahan data objek dan subjek Pajak Restoran 

k. Pelaksanaan pembuatan dan pemeliharaan daftar inventaris wajib 

Pajak Restoran 

l. Pelaksanaan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang 

berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan 

m. Pelaksanaan dan verifikasi pembuatan daftar Surat Pemberitahuan 

Pajak Daerah (SPTPD) yang belum dikembalikan oleh Wajib Pajak 

n. Penyusunan, pelaksanaan dan pemrosesan surat teguran untuk 

penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) wajib 

pajak 

o. Pelaksanaan penghitungan penetapan pajak hotel, restoran dan 

menerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak 
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Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) serta Surat-Surat Ketetapan 

Pajak Lainnya, Surat Taghihan Pajak Daerah (STPD) dan Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) 

p. Pelaksanaan verifikasi terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek 

Pajak Restoran untuk kelancaran penerimaan daerah 

q. Pelaksanaan proses pencabutan pengukuhan sebagai wajib pajak 

daerah dan penghapusan NPWPD 

r. Pelaksanaan dan pemrosesan serta penerbitan Keputusan atas 

pembetulan, pembetulan, pengurangan, keberatan dan banding serta 

pengembalian kelebihan pembayaran terhadap ketetapan Pajak 

Restoran 

s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM TENTANG PAJAK 

 

A. Pajak 

1) Pengertian Pajak 

Menurut S.I. Djajadiningrat pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan 

sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, 

kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan 

sebagi hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat 

dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung 

untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
24

 

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 1 butir 1 “pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.”
25

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan karakteristik 

pajak sebagai berikut: 

1. Iuran atau pemungutan 

2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang 

                                                             
24

Meilda Wiguna, Perpajakan Di Indonesia, (Pekanbaru, 2017), hal. 1 
25

 Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

No 6 Tahun 1983 tentang KUP Pasal 1 Butir 1 
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3. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah 

4. Digunakan untuk keperluan negara 

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak 

Daerah. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan 

langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
26

 Sebelum Peraturan Daerah 

diundangkan, Pemerintahan Daerah harus mendapatkan persetujuan dari 

Pemerintahan Pusat. Hal ini dilakukan agar menghindari adanya pemungutan 

pajak ganda kepada objek pajak. Pada hakikatnya pajak adalah beban yang 

harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusannya wakil-wakil 

rakyat atau anggota DPR harus ikut serta dalam menentukan dan menyetujui 

peraturan tersebut. 

Pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh 

setiap warga negara Indonesia. Kewajiban ini akan mendapatkan hak-hak 

yang harus diperolehnya. Adapun hak-hak tersebut seperti hak untuk hidup, 

hak untuk berpikir bebas, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak 

asasi manusia dan masih banyak hak-hak yang lainnya. Disamping hak-hak 

tersebut terdapat juga kewajiban yang harus dijalan oleh warga negara 

Indonesia seperti kewajiban untuk tunduk kepada peraturan perundang-

                                                             
26

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Pasal 1 Angka 6 
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undangan, kewajiban untuk saling menjaga, saling bantu, kewajiban untuk 

hidup rukun, kewajiban untuk bekerja sehubungan dengan kelangsungan 

hidup dan sebagainya.
27

 

Indonesia merupakan negara hukum, oleh karena itu pemungutan dan 

retribusi pajak harus dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Hukum pajak juga disebut hukum Fiskal, yang 

merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang 

pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya 

kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga memperoleh 

bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

negara dengan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban 

membayar pajak (wajib pajak).
28

 

Sehubungan dengan ini adapun dasar hukum Pajak Daerah sesuai 

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan terdiri atas: 

1. UUD RI Tahun 1945 

2. Ketetapan MPR 

3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

4. Peraturan Pemerintah 

5. Peraturan Presiden 

6. Peraturan Daerah Provinsi 
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Kartasapoetra,  
28

S. F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, 

(Yogyakarta: Liberty, 2000), hal 130 
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7. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota
29

 ialah terdiri dari: 

a. UUD RI Tahun 1945, Pasal 23 A yang menegaskan Pajak dan 

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur 

dengan Undang-Undang. 

b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Retribusi Daerah. 

c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Rertribusi Daerah. 

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan 

Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7. 

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

f. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah. 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi 

Daerah. 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 

j. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah. 

  

                                                             
29

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
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2) Jenis-Jenis Pajak 

a. Pajak Negara (Pajak Pusat) 

Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiyai rumah tangga Negara pada 

umumnya. Contoh pajak negara: 

a. Pajak Penghasilan (PPh) 

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 

b. Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat 

II (pajak kabupaten/ kota) dan digunakan untuk membiayai rumah 

tangga daerah masing-masing. Pajak Provinsi meliputi: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatas Air 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan. 

Pajak Kabupaten/ Kota meliputi: 

a. Pajak Restoran 

b. Pajak Hotel 

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Reklame 
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e. Pajak Penerangan Jalan 

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 

g. Pajak Parkir 

h. Pajak Bumi dan Bangunan 

i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
30

 

3) Fungsi Pajak 

1. Fungsi Budgetair 

Pajak sebagi sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya. 

2. Fungsi Regulerend 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

3. Fungsi Demokrasi 

Suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau 

wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan 

pembangunan demi keselamatan manusia. 

4. Fungsi Distribusi 

Suatu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan 

dan keadilan dalam masyarakat.
31

 

  

                                                             
30

Ibid, hal. 7 
31

 H Bohari, Pengantar Hukum Pajak, (PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2012), hal 20 
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4) Syarat dan Sistem Pemungutan Pajak 

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, 

Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil 

dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara 

umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-

masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan 

memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, 

penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada 

majelis pertimbangan pajak. 

2. Pemungutan pajak harus berlandaskan Undang-Undang (syarat 

yuridis) 

Di indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 

23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan 

keadilan baik bagi negara maupun warganya. 

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) 

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran 

kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak 

menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) 

Sesuai fungsi budgetair biaya pemungutan pajak harus dapat 

di tekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
32
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 Mardiasno, Perpajakan, CV Andi Offset: Yogyakarta, 2011), hal 2 
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Di dalam perpajakan dikenal tiga macam sistem pemungutan 

pajak, yaitu: 

1. Self Assessment System 

Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang 

kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri 

kewajiban dan hak perpajakannya. 

2. Official Assessment System 

Suatu sistem perpajakan diman inisiatif untuk memenuhi 

kewajiban perpajakan berada dipihak fiscus. 

3. Withholding Tax System 

Suatu sistem perpajakan yang dimana pihak ketiga diberi 

wewenang atau kepercayaan oleh undang-undang perpajakan untuk 

memotong pajak. 

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas mengatur 

bahwa sistem perpajakan di Indonesia adalah sistem self assessment. 

Hal ini udah berlaku sejak reformasi perpajakan di Indonesia tahun 

1983. Penetapan sistem self assessmentjuga dianut dalam Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2000. Karena karakteristis setiap jenis pajak daerah tidak 

sama, sistem ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak 

daerah. 
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5) Dasar Pengenaan Pajak 

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang 

diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Jika pembayaran 

dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian 

dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan 

dan atau minuman. Dasar pengenaan pajak restoran di Pekanbaru 

ditetapkan sebsar 10% (sepuluh persen). 

 

B. Pengertian Pelaksanaan 

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu 

badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan 

yang diharapkan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usahausaha yang 

dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang 

telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-

alat yang dibutuhkan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat 

pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu 

proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan 

ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis 

maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataanguna mencapai 

sasaran dari program yang ditetapkan semula.
33

 Pelaksanaan dapatdiartikan 

sebagai implementasi dan juga penerapan. Menurut Westa Pelaksanaan atau 

implementasi merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk 
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melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan 

ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, 

siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan 

bagaimana cara yang harus dilaksanakan”(Westa 1985 : 17). 

Menurut Solichin Abdul Wahab Implementasi adalah tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-

tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Wahab, 2001:65). 

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa 

implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang 

berwenang / berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan 

untuk mewujudkan cita-cita / tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Nurdin 

Usman Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau 

adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedara ktivitas, tetapi 

suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan” 

(Usman,2002:70). Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat 

dikatakan bahwa pelaksanaan adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu 

kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan 

acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.
34

 

 

C. Pengertian Restoran 

Rumah makan atau restoran adalah istilah umum untuk menyebut 

usaha  yang menyajikan  kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk 
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48 

 

 
 

menikmati hidangan tersebut serta menetapkan  tertentu untuk makanan dan 

pelayanannya. Meski pada umumnya rumah makan menyajikan makanan di 

tempat, tetapi ada juga beberapa yang menyediakan layanan take-out dining 

dan delivery service sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada 

konsumennya. Rumah makan biasanya memiliki spesialisasi dalam jenis 

makanan yang dihidangkannya. Sebagai contoh yaitu rumah makan chinese 

food, rumah makan padang dan sebagainya.
35

 

 

D. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang  Pajak 

Restoran 

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata 

dan bertanggungjawab di Kota Pekanbaru, perlu dilakukan penyesuaian dan 

pengaturan kembali Pajak-Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Bahwa dengan telah ditetapkannya UndangUndang 

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

yang sesuai dengan maksud UndangUndang tersebut. Bahwa untuk 

melaksanakan maksud tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan kembali 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pajak Restoran.
36

 

Pendapatan Asli Daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam 

perekonomian daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan 

Pendapatan Asli Daerah yang positif mempunyai kemungkinan untuk 
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Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2011 Kota Pekanbaru tentang Pajak Restoran 
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memiliki pendapatan per kapita yang lebih baik. Apabila suatu daerah 

Pendapatan Asli Daerahnya meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah 

akan meningkat pula. Peningkatan ini akan menguntungkan pemerintah, 

karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Namun 

apabila masih belum tergalinya potensi Pendapatan Asli Daerah pada 

umumnya disebabkan oleh banyak faktor, antara lain masih tingginya 

ketergantungan dana dari pemerintah pusat menjadikan pemerintah daerah 

kurang optimal dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah, kepatuhan wajib 

pajak yang relative rendah, lemahnya administrasi pendapatan daerah,  

kelemahan aparatur dan lain-lain.
37

 

Pada Peraturan Daerah ini terdiri dari XVIII (Delapan Belas) Bab dan 

34 Pasal. Adapun yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

Nomor 6 Tahun 2011 adalah: 

a. Ketentuan Umum Pajak Restoran 

b. Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak Restoran 

c. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran 

d. Wilayah Pemungutan, Masa Pajak, Perhitungan dan Saat Pajak   Terutang 

e. Tata Cara Pemungutan dan Tata Cara Penetapan Pajak Restoran 

f. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

g. Tata Cara Pembayaran  

h. Tata Cara Penagihan Pajak 
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KhoirulAbidin,”Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru”, JOM Fekon, Vol.4 No 1, 2017, Hal  548 
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i. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan 

Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif 

j. Keberatan dan Banding 

k. Kedaluwarsa dan Penagihan 

l. Pengawasan 

m. Pembukuan dan Pemeriksaan 

n. Insentif Pemungutan 

o. Ketentuan Khusus 

p. Penyidikan 

q. Ketentuan Pidana 

r. Ketentuan Penutup 

 

E. Pengertian Fiqh Siyasah 

Istilah fiqh secara etimologis merupakan bentuk masdhar (gerund) 

dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang 

mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau 

tindakan (tertentu). 

Sedangkan secara terminologis, Fiqh didefinisikan sebagai ilmu 

tentang hukum-hukum syara` yang bersifat perbuatan yang dipahami dari 

dalil-dalilnya yang rinci.
38

 

Kata Siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan 

memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan 

                                                             
38

 Mujar Ibnu Syarif, dkk, Fiqh Siayasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam (Penerbit 

Erlangga, 2008), hal 2 
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keputusan. Tujuan Siyasah adalah mengatur dan membuat suatu 

kebijakasanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan 

sesuatu.
39

 Kata Siyasah dilihat dari sisi terminologinya terddapat banyak 

perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam ada yang menyatakan 

Siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Dan 

ada juga yang mengartikan sebagai undang-undang yang dibuat untuk 

memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur beberapa hal.
40

 

Dalam pembahasan masalah ini, Fiqh Siayasah yang berkaitan adalah 

Fiqh Siyasah Maliyah. Fiqh Siyasah Maliyah dalam perspektif Islam tidak 

lepas dari Al-Quran, Sunnah dan praktik yang dikembangkan oleh al-

khulafah serta pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Siyasah Maliyah 

merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama setelah Nabi 

Muhammad SAW. Fiqh Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian terpenting 

dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran 

pendapatan dan belanja negara.
41
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan telah diuraikan pada bab 

sebelumnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Pajak Restoran di Kecamatan Tampan, peraturan ini mencakup 

tentang ketentuan umum, nama, objek, subjek dan wajib pajak, dasar 

pengenaan dan tarif pajak, wilayah pemungutan,masa pajak,perhitungan 

dan saat pajak terutang, tata cara pemungutan dan tata cara penetapan 

pajak, surat pemberitahuan pajak daerah, tata cara pembayaran, tata cara 

penagihan pajak, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan 

ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, 

keberatan dan banding. Kedaluwarsa penagihan, pengawasan, pembukuan 

dan pemeriksaan, insentif pemungutan, ketentuan khusus, penyidikan, 

ketentuan pidana,  ketentuan penutup. Seiring dengan berjalannya Perda 

ini  terdapat juga hambatan yang menjadikan Perda ini berjalan 

sebagaimana mestiya. Adapun hambatan itu antara lain, kurangnya 

kesadaran dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, kurangnya 

sosialisasi dari Bapenda untuk membayar pajak dan kurangnya tenaga 

pemerintahan untuk terjun dalam penertiban pajak restoran ini. Karena hal 

ini maka maka akan timbul persoalan dari tentang pajak restoran ini karena 
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dari kedua belah pihak baik masyarakat maupun pemerintahan memiliki 

kekurangan dalam melaksanakan tugasnya. 

2. Pelaksanakan  Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Pajak Restoran di Kecamatan Tampan Ditinjau dari Fiqh Siyasah 

ada pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Fiqh Siyasah. 

Kaidah Fiqh Siyasah yang berbicara tentang in adalah Kaidah Siyasah 

Maliyah, kaidah ini berbicara tentang kas negara, pemasukan dan 

pengeluaran negara. Persoalan terkaitan Peraturan Daerah ini haruslah 

sesuai dengan kaidah sumber fiqh siyasah maliyah yaitu Al-Quran dan 

Sunnah Nabi Muhammad SAW serta kebijakan yang dibuat oleh ulil amri 

dan kebiasaan suatu daerah. 

 

B. Saran 

Mengacu dari hasil ini penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan  

diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Sebagai pelaku usaha dari rumah makan yang mana sebagai tempatnya 

usaha dibidang kuliner terkhususnya yang dibebankan pajak maka harus 

lebih tertib kedepannya, agar terciptanya usaha yang baik sehingga 

pengeluaran daerah tersumbangi dari pelaku usaha tersebut. 

2. Dalam tinjauan Fiqh Siyasah, terkhususnya siyasah maliyah masih banyak 

pelaksanaan dilapangan yang tidak sesuai dengan kaidah ini, padahal 

manusia diciptakan dibumi untuk dijadikan khalifah agar bermanfaat bagi 

sekitarnya. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah Kota Pekanbaru dan 

Kecamatan Tampan harus lebih berusaha lagi semaksimal mungkin dalam 
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menjalankan tugasnya, karena ini berkaitan dengan kemaslahan umat 

banyak. Namun hal ini juga tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada 

kesadaran dari masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintah agar 

terciptanya harmonisasi dan kekompakan dalam menjalankan Peraturan 

Daerah ini. 
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